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ABSTRACT 
Tujuan Penelitian untuk menguji pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan komitmen organisasi 
terhadap kualitas laporan keuangan dengan pengendalian intern sebagai pemoderasi (baik secara simultan maupun parsial). 
Penelitian ini dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Bener Meriah dengan populasi 
berjumlah 40 SKPD. Penelitian ini menggunakan data primer berupa jawaban responden terhadap pernyataan kuesioner. 
Responden pada penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat dalam pelaporan keuangan, yaitu: Kuasa Pengguna Anggaran 
(KPA), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), bendahara pengeluaran, dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan 
(Pembantu PPK) pada masing-masing SKPD. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah Moderate Regression 
Analysis (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah secara parsial 
berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, komitmen organisasi secara parsial berpengaruh negatif terhadap 
kualitas keuangan, pengendalian intern sebagai pemoderasi memperlemah hubungan pemanfaatan sistem informasi akuntansi 
keuangan daerah dengan kualitas laporan keuangan, pengendalian intern sebagai pemoderasi memperkuat hubunngan 
komitmen organisasi dengan kualitas laporan keuangan, dan secara simultan pengendalian intern sebagai pemoderasi 
memperkuat hubungan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan komitmen organisasi dengan kualitas 
laporan keuangan. 
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1. Pendahuluan 
Seiring dengan menguatnya tuntutan 
akuntabilitas atas pelaksanaan otonomi daerah 
dalam hal pengelolaan keuangan daerah, instansi 
pemerintah diwajibkan melakukan pengelolaan 
keuangan serta mempertanggungjawabkan 
pelaksanaan keuangannya sesuai dengan tugas 
pokok dan fungsinya yang didasarkan pada 
perencanaan strategis yang telah ditetapkan. 
Dalam rangka pertanggungjawaban tersebut 
diperlukan penerapan sistem pelaporan keuangan 
yang tepat, jelas, dan terukur sesuai dengan prinsip 
akuntabilitas. 
Tuntutan terhadap pengelolaan keuangan 
daerah yang baik dapat ditunjukkan dari laporan 
keuangan yang disusun dan telah diaudit. Proses 
audit akan menghasilkan laporan audit yang berisi 
tentang opini audit. Opini audit menggambarkan 
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 
maupun pemerintah pusat.  
Selama kurun waktu tujuh tahun terhitung 
2009-2015, LKPD yang mendapatkan opini WTP 
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terus bertambah. Walaupun terjadi peningkatan 
jumlah LKPD yang mendapat opini WTP, namun 
jumlahnya masih rendah. Kabupaten Bener Meriah 
merupakan salah satu daerah yang LKPD-nya 
mendapatkan opini WTP dari BPK pada tahun 
2014, dan kembali mendapatkan opini WTP untuk 
tahun 2015, akan tetapi sesuai dengan 
pemeriksaan BPK tahun 2016 masih terdapat 
beberapa kelemahan seperti pada pelaporan 
keuangan, dan kelemahan struktur pengendalian 
intern (IHPS BPK, 2016). 
Laporan keuangan adalah output dan hasil 
akhir dari proses akuntansi. Laporan keuangan 
dikatakan berkualitas jika pada laporan keuangan 
dapat diperoleh informasi yang berguna bagi pihak 
intern dan pihak ekstern organisasi dalam rangka 
pengambilan keputusan. Untuk menyusun dan 
menyajikan laporan keuangan yang berkualitas 
harus sesuai dengan standar akuntansi 
pemerintahan (SAP) yang berlaku, yang tertuang 
dalam PP Nomor 71 Tahun 2010.  
Laporan keuangan yang berkualitas dihasilkan 
oleh kemampuan sistem informasi akuntansi yang 
berdampak kepada sistem manajemen yang 
berguna dalam mengambil tindakan dan membuat 
keputusan sehubungan dengan operasi organisasi 
dan untuk mempersiapkan laporan keuangan yang 
dapat diandalkan (Hall, 2004:151). Dengan 
demikian laporan keuangan yang berkualitas tidak 
terlepas dari pemanfaatan sistem informasi 
akuntansi yang efektif. 
Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah 
Nomor 56 Tahun 2005 yang telah diperbaharui 
menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 
2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti 
terselenggaranya proses pembangunan yang 
sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan 
yang baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah 
berkewajiban untuk mengembangkan dan 
memanfaatkan kemajuan teknologi informasi 
untuk meningkatkan kemampuan mengelola 
keuangan, dan menyalurkan informasi keuangan 
kepada pelayanan publik.  
Hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam 
meningkatkan kualitas laporan keuangan adalah 
meningkatkan tingkat keterlibatan anggota 
organisasi. Untuk keterlibatan anggota yang lebih 
tinggi dalam organisasi, salah satu alternatifnya 
adalah dengan meningkatkan komitmen organisasi 
mereka. Orang dengan komitmen yang lebih tinggi 
akan selalu berusaha untuk mencapai tujuan 
organisasi salah satunya adalah dengan 
meluangkan waktu mereka untuk memproses 
informasi yang tersedia untuk menyusun laporan 
keuangan menjadi relatif lebih tepat. Streers 
(1977) menjelaskan bahwa komitmen organisasi 
dianggap mencerminkan kekuatan relatif dari 
identifikasi individu dan keterlibatan dalam 
organisasi tersebut.   
Untuk menyajikan laporan keuangan yang 
berkualitas kepada para pemakai agar sesuai 
dengan rencana yang ditetapkan, diperlukan media 
tertentu yang dipandang relevan, yaitu 
pengawasan keuangan daerah (Tuasikal, 2007). 
Pengawasan merupakan salah satu komponen 
pengendalian intern. Pengawasan merupakan salah 
satu komponen pengendalian intern. Pengawasan 
pengelolaan keuangan menurut Keputusan 
Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah Pasal 1 ayat (6) menyebutkan, bahwa 
pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan 
untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan 
sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku yang akan 
menghasilkan laporan keuangan yang mempunyai 
nilai informasi. Dengan kata lain pengendalian 
intern berpengaruh terhadap kualitas laporan 
keuangan.  
Berdasarkan fenomena tersebut maka peneliti 
ingin meneliti : ”Pengaruh Pemanfaatan Sistem 
Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan 
Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan 
Keuangan Dengan Pengendalian Intern Sebagai 
Pemoderasi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah 
di Lingkungan Kabupaten Bener Meriah“ 
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2. Kerangka Teoretis 
Laporan Keuangan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah, dalam ketentuan umumnya 
menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan 
laporan keuangan daerah adalah semua hak dan 
kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan 
pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang 
termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan 
yang berhubungan dengan hak dan kewajiban 
daerah tersebut. Berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan 
keuangan pemerintah daerah terdiri dari: laporan 
realisasi anggaran, laporan perubahan saldo 
anggaran lebih, neraca, laporan operasional, 
laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan 
catatan atas laporan keuangan. Sedangkan laporan 
SKPD Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 64 Tahun 2013, terdiri dari laporan 
realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, 
laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas 
laporan keuangan. 
 
Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah 
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 Sistem Informasi Akuntansi 
Keuangan Daerah (SIAKD) merupakan suatu 
sistem yang mendokumentasikan, 
mengadministrasikan, serta mengolah data 
pengelolaan keuangan daerah dan data terkait 
lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada 
masyarakat dan sebagai bahan pengambilan 
keputusan dalam rangka perencanaan, 
pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban 
pemerintah daerah. 
Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah 
Nomor 56 Tahun 2005 yang telah diperbaharui 
menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 
2010 tentang SIAKD disebutkan bahwa untuk 
menindaklanjuti terselenggaranya proses 
pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata 
kelola pemerintahan yang baik (Good 
Governance), pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan 
memanfaatkan kemajuan teknologi informasi 
untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan 
keuangan, dan menyalurkan informasi keuangan 
kepada pelayanan publik sebagai wujud 
akuntabilitas atas kegiatan yang dilakukan 
pemerintah, mengingat bahwa dari tahun ke tahun 
volume transaksi keuangan pemerintah 
menunjukkan kuantitas yang semakin besar, 
semakin rumit dan kompleks. Untuk itu 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat 
memanfaatkan dan mendayagunakan kemajuan 
teknologi informasi. Dengan kemajuan teknologi 
informasi yang berkembang begitu pesat serta 
potensi pemanfaatannya secara luas, maka 
pengelolaan, dan akses terhadap informasi 
keuangan daerah dapat dilakukan lebih cepat dan 
akurat, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan 
oleh pemerintah daerah dapat memenuhi kriteria 
nilai informasi yang disyaratkan. 
 
Komitmen Organisasi 
Komitmen organisasi adalah tingkatan dimana 
seseorang memposisikan dirinya pada organisasi 
dan kemauan untuk melanjutkan upaya pencapaian 
kepentingan organisasinya. Individu yang 
memiliki komitmen yang rendah pada organisasi 
seringkali hanya menunggu kesempatan yang baik 
untuk keluar dari pekerjaan mereka (Noe, 
2000:364).  
Menurut Porter (1982:56) terdapat beberapa 
faktor penentu komitmen seseorang terhadap 
organisasinya: 
a. Komitmen dipengaruhi oleh beberapa aspek 
dalam lingkup pekerjaan itu sendiri yang 
disebut faktor organisasi. Faktor ini akan 
membentuk sikap bertanggung jawab terhadap 
keberhasilan tugas yang diemban. 
b. Komitmen organisasi dipengaruhi oleh 
alternatif kesempatan kerja yang dimiliki 
pekerja yang disebut faktor non-organisasi. 
Semakin besar peluang untuk berpindah kerja 
dan semakin besar hasratnya terhadap 
alternatif pekerjaan di tempat lain, komitmen 
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pekerja pada organisasinya cenderung 
semakin rendah. 
c. Komitmen pekerja pada organisasinya 
dipengaruhi oleh faktor karakteristik diri 
pekerja. Faktor ini membentuk komitmen 
inisial, yaitu komitmen awal yang timbul pada 
saat pekerja baru saja mulai masuk sebagai 
anggota organisasi. Seseorang yang 
mempunyai komitmen tinggi, pada saat mulai 
bekerja mempunyai kecenderungan untuk 
tidak berpindah pekerjaan untuk jangka waktu 
relatif lama. Termasuk faktor ini adalah 
kepuasan kerja, usia senioritas, dan lama 
bekerja. Semakin usia tua pekerja atau 
semakin lama bekerja dan semakin senior, 
serta semakin tinggi kepuasan terhadap 
pekerjaannya orang tersebut cenderung 
memiliki komitmen yang lebih tinggi. 
 
Pengendalian Intern  
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
(SPIP) menyatakan bahwa: Sistem Pengendalian 
Intern adalah proses yang integral pada tindakan 
dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus 
oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk 
memberikan keyakinan memadai atas tercapainya 
tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan 
efisien, keandalan pelaporan keuangan, 
pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap 
peraturan perundang-undangan. 
Unsur pengendalian intern terdiri atas 5 (lima) 
unsur (Pasal 3 ayat 1 PP No. 60/2008) yaitu: 
A. Lingkungan Pengendalian  
B. Penilaian risiko 
C. Kegiatan Pengendalian 
D. Informasi dan Komunikasi  
E. Pemantauan 
 
Adapun kerangka konseptual penelitian ini 
digambarkan pada model berikut ini: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran 
 
Berdasarkan kerangka pemikiran penelitian, 
maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:  
H1 : Pemanfaatan sistem informasi akuntansi 
keuangan daerah secara parsial akan 
berpengaruh positif terhadap kualitas 
laporan keuangan pada SKPD di 
lingkungan Kabupaten Bener Meriah. 
H2 : Komitmen organisasi secara parsial akan 
berpengaruh positif terhadap kualitas 
laporan keuangan pada SKPD di 
lingkungan Kabupaten Bener Meriah. 
H3 : Pengendalian intern sebagai pemoderasi 
memperkuat hubungan pemanfaatan sistem 
informasi akuntansi keuangan daerah 
dengan kualitas laporan keuangan pada 
SKPD di lingkungan Kabupaten Bener 
Meriah. 
H4 : Pengendalian intern sebagai pemoderasi 
memperkuat hubungan komitmen 
organisasi dengan kualitas laporan 
keuangan pada SKPD di lingkungan 
Kabupaten Bener Meriah.  
Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi 
Keuangan Daerah 
Komitmen Organisasi 
Kualitas Laporan 
Keuangan 
Pengendalian Intern 
49 
 
 
 
 
Ismathut Diny, Fazli Syam BZ/ JTRA Vol.9 No.1, Januari  2016, pp 45-54 
H5 : Secara simultan pengendalian intern 
sebagai pemoderasi memperkuat hubungan 
pemanfaatan sistem informasi akuntansi 
keuangan daerah dan komitmen organisasi 
dengan kualitas laporan keuangan pada 
SKPD di lingkungan Kabupaten Bener 
Meriah. 
 
3. METODOLOGI PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan metode sensus. 
Sensus berarti meneliti seluruh elemen populasi. 
Populasi pada penelitian ini adalah seluruh 
Kabupaten Bener Meriah yang terdiri dari 40 
SKPD. Responden dalam penelitian ini adalah 
orang-orang yang terlibat dalam pelaporan 
keuangan yang terdiri dari Kuasa Pengguna 
Anggaran (Kepala SKPD), Pejabat Penatausahaan 
Keuangan (PPK), Bendahara Pengeluaran, dan 
Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan 
(Pembantu PPK). Dengan demikian jumlah 
responden sebanyak 160 orang. Pada penelitian ini 
menggunakan sumber data primer karena data 
diperoleh dari jawaban kuesioner yang dibagikan 
kepada responden penelitian. Pada penelitian 
pengujian hipotesis dilakukan dengan model 
regresi uji interaksi atau Moderate Regression 
Analysis (MRA). Persamaan regresi yang 
digunakan pada penelitian ini adalah : 
 
Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X1X3 + β4X2X3 +  
β5X1X2X3 + ɛ 
 
Dengan : 
Y  : Kualitas Laporan Keuangan; 
α  : Konstanta; 
β1,2,3,4,5  : Koefesien Regresi; 
X1   : Pemanfaatan Sistem Informasi 
Akuntansi Keuangan Daerah; 
X2  : Komitmen Organisasi; 
X3 : Pengendalian Intern 
X1X3 : X3 memoderasi pengaruh X1 terhadap Y; 
X2X3 : X3 memoderasi pengaruh X2 terhadap Y; 
X1X2X3   : X3 memoderasi pengaruh X1 dan X2 
terhadap Y; 
ɛ  : Kesalahan Estimasi (estimation errors) 
 
4. Hasil dan Pembahasan 
Hasil Penelitian 
Analisis Deskriptif 
Analisis deskriptif merupakan gambaran 
frekuensi responden dalam menjawab pernyataan-
pernyataan yang terdapat pada kuesioner 
penelitian, diantaranya variabel independen yang 
terdiri atas dua variabel, yaitu pemanfaatan sistem 
informasi akuntansi keuangan daerah (X1) dan 
komitmen organisasi (X2), variabel dependen yaitu 
kualitas laporan keuangan (Y), dan variabel 
moderasi yaitu pengendalian intern (X3). 
Pengujian instrumen penelitian ini dilakukan 
terhadap 160 responden dari 40 SKPD di 
lingkungan Pemda Bener Meriah. Setiap SKPD 
terdiri dari empat responden, sehingga total 
keseluruhan responden mencapai 160 orang.  
 
Hasil Uji Validitas 
Hasil uji validitas dalam penelitian ini dapat 
dilihat dari nilai koefisien korelasi berdasarkan uji 
pearson product-moment coefficient of correlation 
melalui program SPSS. Dari hasil yang diperoleh 
nilai kritis 5% (untuk N=160) yaitu 0,304 
(berdasarkan Tabel Nilai R product Moment). 
Apabila r hitung ˃ dari r tabel, maka butir 
instrument tersebut adalah valid. Hasil uji validitas 
dapat dilihat pada tabel 1. 
 
Tabel 1 
Uji Validitas 
Pernyataan Koefisien Validitas Pernyataan Koefisien Validitas 
Y-1 0,740 X2-1 0,726 
Y-2 0,798 X2-2 0,807 
Y-3 0,735 X2-3 0,784 
Y-4 0,832 X2-4 0,820 
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Pernyataan Koefisien Validitas Pernyataan Koefisien Validitas 
Y-5 0,690 X2-5 0,786 
Y-6 0,732 X2-6 0,654 
Y-7 0,743 X2-7 0,625 
Y-8 0,725 X3-1) 0,659 
Y-9 0,770 X3-2 0,714 
Y-10 0,663 X3-3 0,787 
Y-11 0,806 X3-4 0,747 
X1-1 0,853 X3-5 0,722 
X1-2 0,854 X3-6 0,820 
X1-3 0,896 X3-7 0,783 
X1-4 0,887 X3-8 0,831 
X1-5 0,835 X3-9 0,827 
X1-6 0,780 X3-10 0,848 
X1-7 0,686 X3-11 0,742 
X1-8 0,851 X3-12 0,692 
X1-9 0,855 X3-13 0,680 
X1-10 0,896 X3-14 0,806 
X1-11 0,884 X3-15 0,669 
X1-12 0,824   
 
Hasil Uji Reliabilitas 
Hasil pengujian reliabilitas dapat diketahui 
berdasarkan nilai cronbach’s alpha melalui 
program SPSS. Berdasarkan nilai Cronbach's 
Alpha untuk masing-masing variabel berada di 
atas 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa 
kuesioner yang dijadikan sebagai alat ukur dalam 
penelitian ini layak untuk digunakan dalam 
pengujian lanjutan. Hasil uji reliabilitas dapat 
dilihat pada tabel 2. 
Tabel 2 
Uji Reliabilitas 
No. Variabel Cronbach's Alpha if Item Deleted Keterangan 
1. Kualitas Laporan Keuangan (Y) 0,918 Handal 
2. Pemanfaatan SIAKD (X1) 0,963 Handal 
3. Komitmen Organisasi (X2) 0,863 Handal 
4. Pengendalian Intern (X3) 0,945 Handal 
 
 
4.1.2 Hasil Pengujian Hipotesis 
Hasil pengujian hipotesis untuk 
mengetahui pengaruh pemanfaatan sistem 
informasi akuntansi keuangan daerah, dan 
komitmen organisasi terhadap kualitas laporan 
keuangan dengan pengendalian intern sebagai 
pemoderasi dapat dilihat pada Tabel 3. 
 
Tabel 3 
Hasil Pengujian Hipotesis 
Y = 1,985+3,225X1 - 2,379X2 - 0,963X1X3 + 0,923X2X3 + 0,808X1X2X3 + 0,438ε 
Variabel Koefisiensi Regresi t-hitung Nilai Signifikansi 
(Constant) 
Pemanfaatan SIAKD 
Komitmen Organisasi 
Moderat1 
Moderat2 
1,985 
3,225 
-2,379 
-,963 
,923 
7.658 
3.087 
-2,465 
-2.821 
2,921 
.000 
.004 
.019 
.008 
,006 
R    = 0,899 
R2   = 0,808 
Adj R2 = 0,786 
 
Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016 (Diolah) 
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Pembahasan 
Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi 
Akuntansi Keuangan Daerah terhadap 
Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD 
Kabupaten Bener Meriah 
Hasil pengujian hipotesis pertama 
menunjukkan bahwa secara parsial pemanfaatan 
sistem informasi akuntansi keuangan daerah 
mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas 
laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Bener 
Meriah. Artinya, tinggi/rendahnya kualitas laporan 
keuangan dipengaruhi oleh pemanfaatan sistem 
informasi akuntansi keuangan daerah. Besarnya 
pengaruh tersebut adalah sebesar 3,225, dan 
berarah positif. Pengaruh pemanfaatan sistem 
informasi akuntansi keuangan daerah terhadap 
kualitas laporan keuangan pada SKPD Kabupaten 
Bener Meriah dapat dikatakan mempunyai 
pengaruh yang sangat kuat.  
 
Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap 
Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD 
Kabupaten Bener Meriah 
Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan 
bahwa secara parsial komitmen organisasi 
berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan 
keuangan pada SKPD Kabupaten Bener Meriah. 
Besarnya pengaruh tersebut adalah sebesar 2,379, 
dan berarah negatif. Dengan demikian semakin 
rendah komitmen organisasi maka kualitas laporan 
keuangan akan semakin buruk. Artinya pegawai 
belum mempunyai komitmen yang tinggi terhadap 
pencapaian tujuan organisasinya, terutama dalam 
hal pengelolaan keuangan daerah.  
 
Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap 
Hubungan Pemanfaatan Sistem Informasi 
Akuntansi Keuangan Daerah dengan Kualitas 
Laporan Keuangan pada SKPD Kabupaten 
Bener Meriah 
Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan 
bahwa pengendalian intern sebagai pemoderasi 
memperlemah hubungan pemanfaatan sistem 
informasi akuntansi keuangan daerah dengan 
kualitas laporan keuangan pada SKPD Kabupaten 
Bener Meriah. Besarnya pengaruh tersebut adalah 
sebesar 0,963 dan berarah negatif. Pada penelitian 
ini pengendalian intern tidak berpengaruh sebagai 
pemoderasi, tetapi lebih berpengaruh jika menjadi 
variabel independen.  
 
Pengaruh Pengendalian Intern terhadap 
Hubungan Komitmen Organisasi Dengan 
Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD 
Kabupaten Bener Meriah 
Hasil pengujian hipotesis keempat 
menunjukkan bahwa pengendalian intern sebagai 
pemoderasi memperkuat hubungan komitmen 
organisasi dengan kualitas laporan keuangan pada 
SKPD Kabupaten Bener Meriah. Penelitian ini 
menunjukkan bahwa tingginya kualitas laporan 
keuangan SKPD dipengaruhi oleh tingginya 
komitmen organisasi yang disebabkan oleh adanya 
interaksi dari variabel pengendalian intern. 
Besarnya pengaruh tersebut adalah sebesar 0,923 
dan berarah positif. Pengendalian intern sebagai 
pemoderasi memperkuat hubungan komitmen 
organisasi dengan kualitas laporan keuangan pada 
SKPD Kabupaten Bener Meriah dapat dikatakan 
mempunyai pengaruh yang sangat kuat. 
 
Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap 
Hubungan Pemanfaatan Sistem Informasi 
Akuntansi Keuangan Daerah dan Komitmen 
Organisasi dengan Kualitas Laporan 
Keuangan pada SKPD Kabupaten Bener 
Meriah 
Hasil pengujian hipotesis kelima 
menunjukkan bahwa secara simultan pengendalian 
intern sebagai pemoderasi memperkuat hubungan 
pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan 
daerah dan komitmen organisasi dengan kualitas 
laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Bener 
Meriah. Besarnya pengaruh tersebut adalah 
sebesar 80,8%, sisanya sebesar 19,2% dipengaruhi 
oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam 
model penelitian ini, seperti faktor sumber daya 
manusia, latar belakang pendidikan, pelatihan 
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akuntansi, dan beberapa faktor internal lainnya. 
Pengaruh secara simultan tersebut dapat dikatakan 
mempunyai pengaruh yang sangat kuat. 
 
5. KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 
yang diperoleh, maka dapat disimpulkan beberapa 
hal sebagai berikut: 
1. Besarnya kontribusi pengendalian intern 
sebagai pemoderasi yang dapat dijelaskan oleh 
pemanfaatan sistem informasi akuntansi 
keuangan daerah dan komitmen oganisasi 
terhadap kualitas laporan keuangan adalah 
sebesar 80,8%. Sisanya sebesar 19,2% 
dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 
dimasukkan dalam model penelitian ini.  
2. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi 
keuangan daerah secara parsial berpengaruh 
positif terhadap kualitas laporan keuangan 
pada SKPD Kabupaten Bener Meriah. 
Besarnya pengaruh secara parsial pemanfaatan 
sistem informasi akuntansi keuangan daerah 
terhadap kualitas laporan keuangan adalah 
sebesar 3,225. Hal ini menunjukkan bahwa 
pemanfaatan sistem informasi akuntansi 
keuangan daerah memiliki pengaruh yang 
sangat kuat dalam menjelaskan pengaruhnya 
terhadap kualitas laporan keuangan.  
3. Komitmen organisasi secara parsial 
berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan 
keuangan pada SKPD Kabupaten Bener 
Meriah. Besarnya pengaruh secara parsial 
komitmen organisasi terhadap kualitas laporan 
keuangan adalah sebesar -2,379.  
4. Pengendalian intern sebagai pemoderasi 
memperlemah hubungan pemanfaatan sistem 
informasi akuntansi keuangan daerah dengan 
kualitas laporan keuangan pada SKPD 
Kabupaten Bener Meriah. Besarnya pengaruh 
secara parsial komitmen organisasi terhadap 
kualitas laporan keuangan adalah sebesar -
0,963.  
5. Pengendalian intern sebagai pemoderasi 
memperkuat hubungan komitmen organisasi 
dengan kualitas laporan keuangan pada SKPD 
Kabupaten Bener Meriah. Besarnya pengaruh 
secara parsial komitmen organisasi terhadap 
kualitas laporan keuangan adalah sebesar 
0,923. Hal ini menunjukkan bahwa 
pengendalian intern memiliki pengaruh yang 
sangat kuat dalam menjelaskan pengaruh 
komitmen organisasi terhadap kualitas laporan 
keuangan. 
 
Saran 
Untuk penelitian selanjutnya diharapkan 
untuk memperbanyak penelitian terdahulu 
terutama untuk variabel komitmen organisasi yang 
berhubungan dengan kualitas laporan keuangan, 
menambah beberapa variabel lagi yang diduga 
kuat dapat mempengaruhi kualitas laporan 
keuangan, dikembangkan lagi kepada penelitian 
kualitatif, agar faktor-faktor yang dapat 
mempengaruhi kualitas laporan keuangan dapat 
diperoleh secara lebih informative, dan 
mengembangkan penelitian selanjutnya dengan 
mengganti variabel yang lain sebagai pemoderasi 
seperti, komitmen organisasi. 
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